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POLA HUBUNGAN EKSTERNAL LEGISLATIF

1) Hubungan Legislatif  dengan Birokrasi

Seorang pejabat birokrasi adalah berkepribadian bebas dan ditunjuk dalam posisi berdasarkan peraturan, menggunakan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan gaya kepemimpinanya yang adil dan kesetiaannya tergambar melalui pelaksanaan tugasnya secara sepenuh hati, penunjukan dan penempatan kerja berdasarkan kualifikasi teknis yang dimiliki, kerja administrative dikerjakan penuh waktu (full time), pekerjaan dignjar berdasarkan upah harian dan prospek masa depan sepanjang karir. 

Birokrasi di Indonesia yang sulit kiranya (bila birokrasi tidak benar-benar netral) mewujudkan proses kontrol yang efektif terhaap birokrasi, menciptakan proses check and balances dalam mekanisme politik. Sebab dengan model birokrasi sama dengan kekuatan politik tertentu/dominan dan sebaliknya, birokrasi akan bebas menadakan fungsi kontrol terhadp hak-hak politik warga Negara.  

Jadi hubungan antara legislative dengan birokrasi dalam menjalankan suatu kebijakan maka diperlukan birokrasi dalam hal pelaksanaannya, agar berjalan sesuai prosedur, tetapi dalam pelaksanaan birokrasi diharapkan berjalan secara efisien, efektif, serta transparan.

2) Hubungan Legislatif dengan Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, tanpa memiliki kehendak untuk memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintah secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan peilu, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintah.

Kelompok kepntingan dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu pertama, peranan dalam bidang non-politik, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bidang social-ekonomi, dan kedua, peranan dalam bidang politik, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani warga masyarakat dengan Negara atau pemerintah.

Kelompok kepentingan ada yang berdasrkan profesi seperti Kadin, Gapensi (Gabungan Pelaksanan Nasional Seluruh Indonesia). Kelompok kepentingan yang organisasi non-pemerintah atau LSM merupakan organisasi yang dibentuk kalangan yang bersifat mandiri. Contohnya : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Walhi dan lain-lain.

Jadi kelompok kepentingan baik dari sejumlah kelompok kepentingan yang berdasarkan profesi  maupun organisasi non-pemerintah bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari dominasi pemerintah, sebagai wadah pengawasan dalam pelaksanaan tugas pokok dn fungsi dari pemerintah dan sebagai wadah perberdayaan masyarakat di segala bidang kehidupan.

3) Hubungan Legislatif dengan Sesama Anggota Legislatif

Anggota legislatif yang duduk di parlemen adalah anggota-anggota yang dipilih oleh masyarakat secara langsung dalam suatu pemilu sebagai badan perwakilan rakyat. Anggota legislatif terdiri dari beberapa koalisi partai yang mempunyai misi dan visi yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu, anggota legislatif yang ada di fraksi-fraksi partai diharapkan dapat mensejahterakan dalam segala bidang kehidupan yang diamanatkan oleh rakyat sebagi konstituennya.

Legislative yang diwakili oleh orang-orang partai lebih banyak memainkan kepentingan partai ketmbang rakyat yang diwakilinya. Akibatnya yang menonjol dari hubungan legislatif dengan anggota legislatif lainnya adalah konflik kepentingan antar fraksi-fraksi yang ada.

Jadi selayaknya fraksi-fraksi anggota legislatif yang ada dapat mengemban fungsi sebagai legislatif dengan merumuskan keinginan rakyat demi kesejahteraan masyarakat luas, tanpa mementingkan kepentingan fraksi. Menjunjung tinggi rasa keadilan dan berjalan selaras dan serasi diantara fraksi-fraksi anggota legislatif lainnya yang duduk di parlemen.
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